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MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 998 Jakarta 10000

Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

KEPUTUSAN

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR Aﬁ, 13TAHUN 2016
TENTANG
PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
UNTUK MENGIKUTI TUGAS BELAJAR

PROGRAM DOKTOR ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan, wawasan,
pengetahuan, dan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi, perlu menunjuk Pegawai
Negeri Sipil untuk mengikuti Tugas Belajar Program Doktor
Ilmu Administrasi Universitas Indonesia;

bahwa anggaran yang diperlukan sebagaimana tersebut pada
huruf a di atas tersedia dalam DIPA Mahkamah Konstitusi;

bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a
dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris
Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Penunjukan Pegawai
Negeri Sipil untuk mengikuti Tugas Belajar Program Doktor
[Imu Administrasi Universitas Indonesia.

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 43 Tahun 1999;

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomeor 8 Tahun 2011 ;

. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia;

. Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013

tentang Dukungan Administrasi dan Keuangan Atas
Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi
Tahun Anggaran 2013;

Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor
04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor

12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris
Jenderal Mahkamah Kostitusi No 9 Tahun 2012 Tentang
Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan  Kepaniteraan dan  Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi;



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Hasil Seleksi Penerimaan Calon Mahasiswa Program Doktor [Imu
Administrasi Universitas Indonesia Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH
KONSTITUSI TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT
JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENGIKUTI
TUGAS BELAJAR PROGRAM DOKTOR ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS INDONESIA

Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada
lampiran Surat Keputusan ini, untuk mengikuti Tugas Belajar
Program Doktor [lmu Administrasi Universitas Indonesia;

Hak, Kewajiban dan Sanksi yang ditentukan dalam rangka
mengikuti Tugas Belajar Program Doktor adalah berdasarkan
Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 22
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris
Jenderal Mahkamah Kosntitusi No.12 Tahun 2016 Tentang
Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi;

Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan
pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah
Konstitusi,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada  yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Mahkamah Konstitusi;

2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi;

4. Menteri Keuangan,

5. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian
Keuangan;

6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian
Keuangan;

7. Kepala Kantor Wilayah IX Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;

8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Jakarta I;

9. Kepala Bagian Keuangan Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 April 2016

SEKRETARI§ JENDERAL,

\f'M. GUNTUR/HAMZAH



Lampiran : Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor  : 443 Tahun 2016
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MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

KEPUTUSAN
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 162.1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24.13
TAHUN 2016 TENTANG PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN
DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENGIKUTI TUGAS
BELAJAR PROGRAM DOKTOR ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Nomor 24.13 Tahun 2016, Pegawai yang ditunjuk untuk mengikuti Tugas
Belajar pada Program Doktor Ilmu Administrasi Universitas Indonesia;

b. bahwa Pegawai dalam Laporan Perkembangan Studi menyampaikan
permohonan penambahan waktu pelaksanaan tugas belajar dalam rangka
penyusunan disertasi;

c.  bahwa berdasarkan Persekjen Nomor 22 Tahun 2016 disebutkan bahwa PNS
yang bersangkutan dapat melanjutkan pendidikannya sesuai dengan masa studi
yang ditentukan oleh penyelenggara pendidikan setelah mendapatkan izin dari
Sekretaris Jenderal,

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan ¢
di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor
24.13 Tahun 2016 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi untuk Mengikuti
Tugas Belajar Program Doktor Ilmu Administrasi Universitas Indonesia;

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 158);

4.  Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi;

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 22 Tahun 2016
tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai negeri Sipil di Lingkungan
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 24.13 TAHUN 2016 TENTANG
PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN
DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK
MENGIKUTI TUGAS BELAJAR PROGRAM PROGRAM DOKTOR ILMU
ADMINISTRASI UNIVERSITAS INDONESIA

Menunjuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Mahkamah Konstitusi sebagai tersebut di bawah ini, untuk mengikuti Tugas Belajar
Program Doktor Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dan menyelesaikan
pendidikan selambatnya 14 (empat belas) Semester pada Agustus 2022:

Hak, Kewajiban, dan Sanksi yang ditentukan dalam rangka mengikuti Tugas Belajar
Program Doktor adalah berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah
Konstitusi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi;

Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Konstitusi;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi;

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN;

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I;

A e

Kepala Bagian Keuangan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui
dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Agustus 2019
SEKRETARIS JENDERAL,
M. GUNTUR HAMZAH

Digital Signature
mk-260217938220316015846
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Lampiran : Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Nomor : 162.1 Tahun 2019
Tanggal  :5 Agustus 2019

No Nama NIP Pangkat/Gol.Ruang Program Pendidikan Lembaga Pendidikan
4 6

1 2 3 5

Andi Hakim, S.IP., M.A. 19860708 201012 1 001 Penata (I11/c) Doktor Ilmu Administrasi Universitas Indonesia
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Kepada Yth,
Bapak Seretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Bapak Prof. Dr. M Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Salam Hormat,

Pertama-tama saya doakan Pak Sekjen dan seluruh keluarga besar MK selalu dalam
lindungan Allah SWT dan di jaga kesehatannya dalam menghadapi masa sulit pandemi Covid
19.

Selanjutnya, izinkanlah saya untuk menyampaikan hasil pelaksanaan Tugas Belajar
Program Doktoral pada Program Pasca Sarjana limu Administrasi, Fakultas llmu Administrasi,
Universitas Indonesia yang baru saja telah saya selesaikan seluruh tahapan dalam kegiatan
belajar mengajar berdasarkan ketentuan Universitas Indonesia dengan keterangan sebagai
berikut:

1. Bahwa Tugas Belajar pada Pogram Studi Doktoral [Imu Kebijakan Publik, Universitas
Indonesia telah selesai dilaksanakan selama 11 Semester atau 5 72 (Lima Setengah)
Tahun sejak Tahun 2015 berdasarkan catatan riwayat akademik Mahasiswa

sebagaimana terlampir;

2. Dalam rentang waktu 11 semester, saya telah berhasil menyelesaikan 52 SKS yang

diwajibkan bagi peserta mahasiswa program Studi Doktoral lIimu Kebijakan Publik;

3. Selain pemenuhan 52 SKS, saya juga telah menghasilkan sejumlah karya tulis limiah
berupa 2 (dua) jurnal ilmiah internasional, 1 jurnal ilmiah nasional, 2 opini pada surat

kabar nasional, dan satu buku bunga rampai serta satu buku penuh.

4. Capaian Indeks Prestasi Kumulatif yang berhasil diraih dalam program Studi Doktoral
liImu Kebijakan Publik adalah 3.74. (Tiga Koma Tujuh Puluh empat);

5. Adapun nilai untuk sidang promosi berdasarkan hasil penelitian dan pemarapan pada

saat sidang promosi diberikan nilai A;

6. Berdasarkan hasil keputusan dewan penguji sidang promosi yang dilaksanakan pada
tanggal 28 Desember 2021 diputuskan oleh Dewa Penguji melalui Dekan Fakultas limu

Administrasi bahwa saya mendapatkan Yudisium Sangat Memuaskan;

7. Berdasarkan hasil sidang kelulusan Fakultas llmu Administrasi, Universitas Indonesia

pada tanggal 06 Januari 2022 yang mendasarkan hasil sidang promosi, hasil penelitian
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yang telah disahkan oleh seluruh dewan penguji, dan dokumen-dokumen studi dan
administrasi lainnya, saya dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan Lulus dalam

Pogram Studi Doktoral Iimu Kebijakan Publik, Universitas Indonesia.

8. Saat ini saya sedang menunggu proses untuk menerima ljazah dan pendaftaran untuk

prosesi wisuda;

9. Bersama ini saya akan lampirkan data-data terkait riwayat studi yang sudah
diselesaikan, Piagam Penghargaan Telah Berhasil Mempertahankan Disertasi dan
karya tulis disertasi yang telah mendapatkan pengesahan dari seluruh Dewan Penguiji
sebagai bentuk pertangggung jawaban saya dalam melaksanakan Tugas Belajar pada

Pogram Studi Doktoral lImu Kebijakan Publik, Universitas Indonesia.

Pada akhirnya, dengan telah selesainya pelaksanaan program Tugas Belajar saya
ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Ketua dan Wakil Ketua MK, Seluruh
Hakim Konstitusi, Bapak Sekretaris Jenderal, Bapak Panitera, seluruh pejabat sturktural
dan fungsional MK, serta seluruh rekan kerja di MK yang selalu memberikan dukungan
terbaik selama saya melaksanakan studi hingga berhasil menyelesaikan studi pada Pogram

Studi Doktoral llmu Kebijakan Publik, Universitas Indonesia.

Setelah menyelesaikan studi ini, saya siap mengabdikan diri dan ilmu yang saya
dapatkan selama belajar Pogram Studi Doktoral limu Kebijakan Publik, Universitas
Indonesia bagi Mahkamah Konstitusi, sebagai Institusi tempat di mana saya bekerja selama
lebih dari 10 Tahun dan telah memberikan banyak kesempatan mengembangkan diri

seperti program rintisan gelar ini.

Semoga MK selalu menjadi center of excellent dan menjaga the golden era for
student and learner sebagaimana era yang dikembangkan oleh Bapak Prof M Guntur

Hamzah selaku Sekretrais Jenderal MK saat ini.

The last but absolutely not the least, Learning is never ending process, soO

let’s carry on.

Jakarta, 07 Januari 2022

Andi Hakim

Digital Signature
mk1376667511220107113212
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Jakarta, 3 Agustus 2018

Kepada Yth.
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
di 4
Jakarta
Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Perkuliahan jenjang Str ) ry
Saya yang bertanda tangan di bawah ini: M‘ .
Nama : Debby Yelviona
NIP : 19850513 200912 2 003
Pangkat/Golongan  : Penata/IIIC
Jabatan : Analis Penyusunan Program Kerja dan Anggaran
Unit Kerja : Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Biro Perencanaan dan Keuangan

Berdasarkan surat izin belajar dari Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor
2256/KP.02.00/09/2013, dengan hormat bersama ini saya sampaikan bahwa saya telah
menyelesaikan perkuliahan jenjang Strata Dua (S2) pada Program Studi Magister
Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada.

Adapun untuk mendukung penyampaian laporan saya, bersama ini saya lampirkan surat
izin belajar (copy), ijazah (copy) dan transkrip nilai (copy).

Saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, atas izin belajar yang
Bapak berikan, sehingga kami dapat menambah ilmu pengetahuan kami dan dapat

menjalaninya sambil bekerja.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Hor saya,

. 7
DEBBY/YELVIONA
NIR,19850513 200912 2 003
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Jakarta, 4 Juli 2018 11{7_'/, T

Kepada Yang terhormat, W—'—a Pl
Carse

Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

(
Republik Indonesia (YS‘

di
Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan berakhirnya masa perkuliahan saya di Program Pascasarjana
Program Studi llmu Administrasi pada Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Jakarta, bersama ini saya sampaikan fotocopy ljazah dan Daftar Nilai Mahasiswa
kepada Bapak (terlampir).

Saya mengucapkan terima kasih atas izin belajar yang diberikan oleh Bapak

- - T

!7\. ]

Demikian, atas perhatian dan izin yang dj apkan terima
kasih.

untuk mengikuti perkuliahan sambil bekerja.







Nomor seri ijazah: B02-461/UPDM(B)-26958/02/2018 UPDM (B) 19812

UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)
JAKARTA

Memberikan ijazah kepada

Rachmat Santoso

lahir di Jakarta, pada 8 Juni 1971
nomor pokok mahasiswa: 2013-02-031

program pendidikan

r- MINGESAHKAN -'

Sarjana Strata Dua PO L e o o

Program Pascasarjan 1 P
program studi IImu Administrasl_ B -

status Terakreditasi L

berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
nomor.: 3762/SK/BAN-PT/ Akred/M/X/2017 bertanggal 10 Oktober 2017.

ljazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan,
dan kepadanya dilimpahkan segala wewenang dan hak yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya,
serta berhak memakai gelar akademik MAGISTER SAINS (M.Si.) setelah dinyatakan lulus pada 22 Februari 2018.

Jakarta, 28 Februari 2018
Rektor,

WA

']me. Dr. Rudy Harjanto, M.Sn.
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UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO
(BERAGAMA)

TRANSKRIP NILAI
ACADEMIC TRANSCRIPT

No.Seri Transkrip 26558

Predikat Kelulusan DENGAN PUJIAN

N.I.M 2013-02-031 Fakultas PASCASARJTANA
N & m a : RACHMAT SANTOSO Jurusan : MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
Tempat/Tgl,Lahiz : JAKARTA, 0B Juni 1971 -
BT -y |
Lo ' | :
MIA 601 TEORI ADMINISTRASI 3 A
MIA 603 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH 3 A=
MIA 607 KEUANGAN PUBLIK 3 A-
MIA 608 METODOLOGI ILMU ADMINISTRASI 3 A-
MIA 602 METODOLOGI FENELITIAN ADMINISTRASI 3 A
MIA 606 MANAJEMEN PUBLIK 3 A-
MIA 621 PERENCANAAN DAN PENGEMEANGAN EDM 3 A=
MIA 623 BUDAYA/PERILAKU ORGANISASI 3 A
MIA 604 TEORI DAN ISU ISU PEMBANGUNAN 3 A-
MIA 620 ANALISA KEBIJAKARN PUBLIK 3 8
MIA 625 PERENCANAAN, PELAKSANAAN & EVALUASI 3 A=
MIA 627 TATA PEMERINTAHAN 3 A=
MIA G608 SEMINAR KEBIJAKAN 3 B+
MIA 700 TESIS 5 A-
Judul Tesis
FENGARUH BUDAYA KERJA DAN SEMANGAT KERJA TERHADAP Km'igz:rﬁ.""’ S == 22 2=
PEGAWAT PADA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA abn .r1:_"1iﬁrl[!:‘::\":jlit::lg_::lrm.m}_a
| Program Pascapariapa Universitas Prof Dr. Muestopo | Beragama )
Lulus Magister Sains (M.Si.) Tanggal 22 Februari 2018 | _:h\ Direktur
Jumlah SKS Diperoleh 45 \#‘y i:
Indeks Prestasi 3.80 § ;

m Kredif Semesfer. -
dit Hours
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MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 8999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

SURAT IZIN BELAJAR
Nomor : 2162 /KP.02.00/08/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Janedjri M. Gaffar

NIP : 19631025 198802 1 001
Pangkat/Gol : Pembina Utama (I\V/e)
Jabatan . Sekretaris Jenderal

Dengan ini memberikan izin belajar kepada:

Nama : Rachmat Santoso, S.A.P.

NIP : 19710608 200604 1 002
Pangkat/Gol : Penata Muda (lll/a)

Jabatan : Analis Kepegawaian Pertama
Unit Kerja : Biro Keuangan dan Kepegawaian

Untuk melaksanakan perkuliahan jenjang Strata Dua (S2) pada Program Magister limu
Administrasi di Universitas Prof. Dr. Moestcopo (Beragama) di Jakarta yang akan dimulai pada
Tahun Akademik 2013/2014. Yang bersangkutan hanya diberikan izin untuk mengikuti
perkuliahan setelah jam kerja, dengan mewajibkan yang bersangkutan untuk hadir di kantor
apabila ada tugas yang harus dikerjakan setelah jam kerja dan menjalani program perkuliahan

dengan biaya sendiri.

Demikian Surat Izin Belajar ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,o Agustus 2013
Sekretaris Jenderal,

Janedjri M. Gaffar
NIP. 19631025 198802 1 001
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MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
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KEPUTUSAN

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG

PENUNJUKAN SDR. BAYU ARDHIANSYAH NIP. 199012162014021001 UNTUK
MENGIKUTI TUGAS BELAJAR MASTER OF PUBLIC POLICY AND MANAGEMENT
PADA UNIVERSITY OF MELBOURNE, AUSTRALIA

Menimbang

Mengingat

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

d.

bahwa untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap dan
kepribadian, serta profesional pegawai, perlu menugaskan Sdr. Bayu
Ardhiansyah NIP. 199012162014021001 Pangkat Penata Muda III/a,
untuk mengikuti tugas belajar melalui Program Beasiswa Lembaga
Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Program Master of Public Policy and
Management pada University of Melbourne, Australia mulai tanggal 2
Februari 2017 s.d 27 Februari 2018;

bahwa untuk maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas,
perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
tentang Penunjukan Sdr. Bayu Ardhiansyah NIP.
199012162014021001 Untuk Mengikuti Tugas Belajar Program Master
of Public Policy and Management pada University of Melbourne,
Australia;

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5226);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan
dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 183);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan
Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 04 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi;

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 22 Tahun
2016 tentang Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai di
Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah
Konstitusi;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
TENTANG PENUNJUKAN SAUDARA BAYU ARDHIASYAH, S.I.A.
NIP 19901216 2014021 001 UNTUK MENGIKUTI TUGAS
BELAJAR PROGRAM MASTER OF PUBLIC POLICY AND
MANAGEMENT PADA UNIVERSITY OF MELBOURNE, AUSTRALIA.

. Terhitung Mulai tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27

Februari 2018 menunjuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepaniteraan
dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai tersebut di bawah
ini, untuk mengikuti tugas belajar Program Master of Public Policy and
Management pada University of Melbourne, Australia :

Nama . Bayu Ardhiansyah, S.I.A.

NIP : 19901216201421001

Tempat Tanggal Lahir : Tangerang, 16 Desember 1990
Pangkat/Gol Ruang . Penata Muda III/a

Jabatan : Analis Organisasi dan Tata Laksana
Kelas Jabatan : 8

Unit Organisasi . Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Mahkamah Konstitusi

Diberikan tunjangan Jabatan : Sesuai dengan peraturan perundang-
dan tunjangan kinerja undangan

: Kewajiban.

1. Sebelum melaksanakan tugas belajar wajib menyerahkan tugas dan
tanggung jawabnya kepada atasan langsung;

2. Melaporkan kemajuan belajar secara berkala setiap semester kepada

Sekretaris Jenderal melalui Biro Keuangan dan Kepegawaian dan
dilampiri dengan foto kopi daftar nilai sementara;

3. Menyelesaikan tugas belajar dengan baik dalam jangka waktu yang

telah ditentukan;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

4. Melaporkan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal setelah
menyelesaikan tugas belajar program Magister dimaksud;

5. Menyerahkan ijazah dan transkrip nilai asli kepada Sekretaris Jenderal;

6. Setelah menyelesaikan tugas belajar wajib bekerja kembali kepada
Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan 3 (tiga) kali masa belajar;

7. Menjaga kehormatan dan nama baik Mahkamah Konstitusi;

8. Mematuhi segala ketentuan yang berlaku sebagai Pegawai Negeri Sipil.

. Hak.

1. Memperoleh gaji dan hak keuangan lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

2. Masa kerja selama tugas belajar dihitung penuh;

3. Mendapat kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

4. Biaya tugas belajar, biaya akomodasi, biaya hidup, biaya kesehatan dan

biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan tugas belajar Program
Master of Public Policy and Management pada University of Melbourne
Australia dibiayai melalui Program Beasiswa Lembaga Pengelola Dana
Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI.

. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, akan dikenakan sanksi sesuai dengan

ketentuan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan prerbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Konstitusi;

2. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan;

3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawian BKN ;

4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I;

5. Kepala Bagian Keuangan Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi;

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2017

SEKRETARIS JENDERAL,

Z:M' GUNTUR HAMZAH
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SURAT PERNYATAAN
Nomor 2zt9 /KP.02.00/2/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama 5 Bayu Ardhiansyah, S.I.A.

NIP : 19901216 201402 1 001
Pangkat/Gol.Ruang : Penata Muda / lll/a

Jabatan : Analis Organisasi dan Tata Laksana
Unit Kerja : Biro Perencanaan dan Pengawasan

Dengan ini menyatakan kesanggupannya untuk mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan
dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tugas
Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Mahkamah Konstitusi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak

manapun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 1 Februari 2017

Mengetahui,
KepalgBiro Keuangan dan Kepegawaian Hormat saya,

Mulyono !. 5
NIP 19600101 198103 1 001{ NIP 19901216 201402 1 001




MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA
NOTA DINAS
NOMOR: %% /2200/KP.02.05/01/2017
Kepada : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Kepala Biro Keuangan dan Kepegawaian
Perihal : Penyampaian Surat Keputusan Tugas Belajar Sdr.Bayu Ardiansyah
Tanggal : 31Januari 2017

Sehubungan dengan rencana penugasan sdr. Bayu Ardiansyah untuk mengikuti
tugas belajar pada program Master Of Public Policy and Management di University
of Melbourne, Australia diperlukan Keputusan Sekretaris Jenderal. Terkait dengan
hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kami sampaikan Draft Keputusan
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tentang Penunjukan Sdr. Bayu
Ardiansyah Untuk Mengikuti Tugas Belajar.

Demikian kami sampaikan, apabila Bapak tidak berpendapat lain mohon
perkenan agar Surat Keputusan tersebut ditanda tangani, atas perhatian Bapak

kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Keuangan dan
Kepegawaian,

Mulyon /u .

NIP. 196 01011981031001/
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